















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 180 TAHUN 1959.
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca:
Surat Menteri Pertahanan/Pertahanan tanggal 15 Agustus 1959;
Menimbang :

Bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsya-
fan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud
Beureueh di Aceh untuk kembali ke pangkuan Negara; Bahwa
untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa, perlu membe-
rikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut
dengan pemberontakan Daud Bcureueh di Aceh yang dengan
keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara, dengan jalan menye-
diakan membaktikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa
Perang Daerah Aceh.

Mengingat:
Undang-undang Dasar pasal 14.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA :

memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut
dengan Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh, yang sebelum
ditetapkannya keputusan ini telah melaporkan dan menyediakan
mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa Perang
Daerah Aceh.

KEDUA :
1. Dengan pembcrian amnesti, semua akibat hukum pidana

terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan
Pertama dihapuskan.

2. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap
orang-orang yang termaksud dalam ketentuan - Pertama
ditiadakan.
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KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.
Agar supaya setiap. orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam
lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

d.t.o.

SUKARNO

Diundangkan
Pada tanggal 15 Agustus 1959.

MENTERI MUDA KEHAKIMAN

d.t.o.

SUHARDIJO

SUMBER : Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda, (Kutaraja :
Sejarah Militer Kodam [I/Iskandar Muda, 1972),
hal. 403 - 404.
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Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Se-
latan, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Barat dan lain-lain Daerah,
Pemberontakan  Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Pembe-
rontakan Karto Suwiryo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pem-
berontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, pemberontakan
”Republik Maluku Selatan” di Maluku yang selambat-lambatnya
pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menyediakan
membaktikan diri kepada Republik Indonesia, yang disertai
menurut sumpah menurut agama masing-masing serta penanda
tanganan atas sumpah itu dengan lafal yang berikut :

»’Saya bersumpah setya kepada Undang-undang  Dasar,
Menifestopolitik yang telah menjadi garis-garis besar haluan
Negara, nusa dan bangsa, revolusi dan pemimpin besar revolusi,
dihadapan penguasa setempai yaitu penguasa Keadaan Bahaya
Daerah atau Gubernur Kepal Daecrah atau Pejabat yang ditun-
juk olehnya.

Kedua: Amnesti dan Abc si diberikan kepada mereka
yang tersebut dalam ketentuan P. tama mengenai tindak pidana
yang mereka lakukan dan yang meri:pakan kejahatan.

1. Terhadap keamanan Negara (Bab. I Buku II Kitab Undang-
undang Hukum Pidana).

2. Terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab
Undang-undang Hukum Pidana)

3. Terhadap kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab.
IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

4. Terhadap ketertiban umum (Bab. V Buku II Kitab "Indang-
undang Hukum Pidana).

5. Terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Un-
dang-undang Hukum Pidana).

6. ‘Terhadap keamanan Negara (Bab. I Buku II Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Tentara).

7. Terhadap kewa:iban Dinas (Bao. III dan Bab. V Buku II
Kitab Undang-undang Hukum Tentara).

8. Terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Tentara).

dan tindak pidana lain yang ada hubungannya sebagai akibat
atau hubungan atau tujuan dan upaya dengan tindak Pidana
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yang tersebut angka 1 sampai dengan 8 di atas.

Ketiga: (1) dengan pemberian Amnesti, semua akibat
Hukum Pidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam
ketentuan pertama dan kedua, dihapuskan.

(2) dengan pemberian Abolisi, maka penuntutan
terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan perta-
ma dan kedua ditiadakan.

Keempat : Dengan keluarnya keputusan ini, maka Kepu-
tusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. tahun 1959
No. 303 tahun 1961 tidak diperlukan lagi dan dengan keputusan
ini dicabut.

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetap-
kan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan keputusan ini dalam penetapan dalam Lembaga
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tgl. 17 Agustus 1961
PRESIDEN R.I.

ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.
Pada Tgl. 17 Agustus 1961
SEK. NEGARA.

ttd.

MOHD. IHSAN

Sumber: Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda, (Kutaraja:
Sejarah Militer Kodam  I/Iskandar Muda, 1972).
hal. 405 - 407.
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